BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR {4 TAHUN 2022

-

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Menimbang

Mengingat

DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan
Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi
Nasional, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah jo. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat
dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4272);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan
Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 192);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi  Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;



Menetapkan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara:

11. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraluran Bupati Tapanuli Utara Nomor 10
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu  Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (1) sesuai kewenangan dan tugas pembantuan
yang diberikan.
(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai
fungsi:
a. membantu Bupati di bidang tugasnya;
b. merumuskan dan menyusun program kerja badan;
€. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan,
dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan
keuangan perangkat daerah;
d. merumuskan dan menetapkan kebijakan program badan;
¢. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum badan;
f. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
g melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat

daerah;
h. menetapkan rencana kebijakan perencanaan pembangunan
daerah  bidang pemerintahan, pembangunan  dan

kemasyarakatan;



i. melaksanakan musrenbang jangka panjang, menengah dan
tahunan;

j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana
pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;

k. melaksanakan ~ monitoring,  ¢valuasi  perencanaan
pembangunan daerah;

. melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan
pembangunan daerah dan pelaksanaan fasilitasi dan inovasi
daerah;

m. memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris
Daerah sesuai tugas dan fungsinya;

n. Pelaksanaan  Kebijakan, fasilitasi dan  pembinaan
pelaksanaan  penelitian,  pengembangun,  pengkajian,
penerapan,, serta invensi dan inovasi di daerah yang
memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan
teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan
pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang
berpedoman pada nilui Pancasila;

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya; dan

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah,

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;

b. Pelaksanaan Kebjjakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan
litbangjirap, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat
fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di
segalu bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

¢. Penyusunan perencunaun, program, angqgaran, kelembagaan, dan
sumber daya, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan,
serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai
Pancasila;

d. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan
teknologi, kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan
penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan
inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan
teknologi, kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan
penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

f- Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian
dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;



A

Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan
pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di
daerah;

Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat
berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan

imu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh
lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi
kerja bawahan;

melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di bidang;
melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen
penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan
bidang sesuai aturan perundang-undangan;

-menyusun dan melaksanakan pedoman teknis, kebijakan dan

strategi pelaksanaan kegiatan di bidang;

melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;

melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
Dacrah (RKPD),

melakukan analisis dan  evaluasi pencapaian  hasil
pembangunan terkait penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) ;

melakukan penelitian dan pengembangan serta diseminasi hasil
kelitbangan;

mengevaluasi dan menyelenggarakan sistem — pengendalian
intern;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

memberi saran dan masukan kepada Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya,

. melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan
melalui Sekretaris.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal o0b- 99-2022

BUPATI TAPANULI UTARA,
Dto,-
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 6!

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN KUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I (I1I/d)
NIP. 198707042011011008
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